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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 80 TAHUN 2013 

TENTANG 
PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan 
pendidikan warga negara Republik Indonesia dan 
memperkuat daya saing bangsa, Pemerintah perlu 
mengambil langkah strategis untuk melaksanakan 
Pendidikan Menengah Universal; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang 
Pendidikan Menengah Universal; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 

2. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2011; 

3. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
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serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 
2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, 
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 

4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden 
Nomor 5/P Tahun 2013; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN 
MENENGAH UNIVERSAL. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 
1. Pendidikan Menengah Universal yang selanjutnya disebut PMU adalah 

program pendidikan yang memberikan layanan seluas-luasnya kepada 
seluruh warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan 
menengah yang bermutu. 

2. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur 
pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, 
berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah 
Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain 
yang sederajat. 

3. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai 
guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, 
fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta 
berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 

4. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan 
diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 

5. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan 
berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, 
dan pendidikan tinggi. 

6. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan 
formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 

7. Pemerintah adalah Pemerintah pusat. 
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8. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah 
kabupaten, atau pemerintah kota. 

9. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di 
bidang pendidikan. 

BAB II 

TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP 
Pasal 2 

(1) Penyelenggaraan PMU bertujuan untuk memberikan layanan, 
perluasan, dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan 
menengah yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. 

(2) Sasaran penyelenggaraan PMU adalah setiap warga negara Indonesia 
usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun 
yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah dan 
mempercepat pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan 
menengah menjadi 97 % (sembilan puluh tujuh persen) pada tahun 
2020. 

(3) Ruang lingkup penyelenggaran PMU meliputi jalur pendidikan formal 
dan pendidikan non formal pada jenjang pendidikan menengah. 

BAB III 

KETERSEDIAAN 
Pasal 3 

(1) Penyelenggaraan PMU pada jalur pendidikan formal dilaksanakan 
pada jenjang pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah 
Menengah Atas(SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk 
lain yang sederajat. 

(2) Penyelenggaraan PMU pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan 
melalui program Paket C atau bentuk satuan pendidikan nonformal 
lain yang sederajat. 

Pasal 4 
(1) PMU diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan 

masyarakat. 
(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai 

kewenangannya menyediakan lahan, sarana dan prasarana 
pendidikan untuk penyelenggaraan satuan pendidikan baru pelaksana 
program PMU. 

(3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai 
kewenangannya menyediakan dan menempatkan pendidik dan tenaga 
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